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BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR /J TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 184 TAHUN 2018TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 ayat (1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentangPengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Siak Nomor184 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganKampung perlu disesuaikan,

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung:

b.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945,
. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4880):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398),
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2.



4.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321):

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322):

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

8.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang9.
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah berubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):

N

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611):

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentangPerubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1):



MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 184 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun
2018 Nomor 184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor
10.a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten
Siak Tahun 2020 Nomor 10.a) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41
(l) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati

bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan oleh
Penghulu kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi paling lama
3 (tiga) hari sejak disepakati.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:surat pengantar,

rancangan Peraturan Penghulu mengenai penjabaran APBKampung,peraturan Kampung tentang RKP Kampung:peraturan Kampung mengenai Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usuldan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, .
|

peraturan Kampung mengenai Pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia,peraturan Kampung mengenai Penyertaan Modal, jika tersedia, danberita acara hasil musyawarah BAPEKAM.
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2, Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

at mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang
Bupati dap

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Camat.
APBKampung sebagaimana



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapurada tanggal J9 Januari 2021
ATI

FEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapurapada tan A&@ Januari 2021
SE ARI RAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. USMAN, M.PdPembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 4


